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ABSTRAK 

Studi kasus mengenai penyelesaian SP2DK atas biaya yang belum dipotong  

Pajak Penghasilan Pasal 23  yang belum dilakukan pemotongan dan pelaporan oleh 

PT.Y, sehingga PT.Y mendapat Surat Permintaaan Penjelasan Atas Data dan/Atau 

Informasi  dari KPP atas transaksi tersebut. Tujuan studi kasus ini ialah mengetahui 

penyebab biaya yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 23 dan mengetahui 

solusi penyelesaian biaya yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 23. Metode 

yang dilakukan dalam tugas akhir ini melalui pendekatan metode kualitatif dengan 

proses pengumpulan data berupa observasi, wawancara. Setelah mendapatkan Surat 

Permintaaan Penjelasan Atas Data dan/Atau Informasi, wajib pajak melakukan 

tanggapan   atas Surat Permintaaan Penjelasan Atas Data dan/Atau Informasi, PT.Y 

menyetujui sebagaian atas nominal yang terdapat dalam surat Surat Permintaaan 

Penjelasan Atas Data dan/Atau Informasi,  tersebut dikarenakan ada biaya yang 

sudah dilakukan pemotongan oleh lawan transaksi dan ada juga biaya yang tidak 

termasuk objek pajak PPh Pasal 23. Hasil studi kasus menunjukan bahwa ada 

beberapa objek PPh 23 yang belum dilakukan pelaporan dan pemotongan pada 

tahun 2019, terdiri dari biaya professional, biaya pemeliharan aktiva tetap, biaya 

limbah, dan biaya kalibrasi. Oleh karena itu, PT Y melaksanakan kewajibannya 

dengan melakukan pemotongan PPh atas transaksi tersebut, serta melakukan 

pembayaran sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Oleh karena itu, 

memahami dan mematuhi aturan perpajakan, perusahaan dapat terhindar dari 

kesalahan proses kewajiban perpajakan.perusahaan juga dapat terhindar dari sanksi 

adminitrasi berupa bunga dan denda sehingga terhindar dari kesalahan proses dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan yang dijalankan. Selain itu, untuk terhindar dari 

kesalaahan yang sama perlunya untuk melakukan proses peningkatan sumber daya 

manusia bagi bagian terkait. 

Kata Kunci: Pemotongan, Pelaporan, PPh 23, Sanksi Administrasi, Kepatuhan 

Pajak 
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ABSTRACT 

This research was disrupted by Article 23 income tax transaction data that 

have not been withheld and reported by Company PT. Y, resulting in Company PT 

Y receiving request for explanation of data and/or information from the Tax Office 

for these transactions. The purpose of this case study is to identify the reasons for 

expenses that are not subject to Article 23 income tax withholding and to determine 

solutions for resolving expenses not subject to Article 23 income tax withholding. 

The method used in this research is through a qualitative method approach with data 

collection processes consisting of observation and interviews. After receiving 

request for explanation of data and/or information, the taxpayer responded to it. 

PT.Y agreed partially to the nominal stated receiving request for explanation of data 

and/or information letter because there were deductions made by the transaction 

partner and also some costs that are not included in the subject of Article 23 income 

tax. Research results show that there are some Article 23 income tax objects that 

have not been withheld in 2019, consisting of professional costs, fixed asset 

maintenance costs, waste costs, and calibration costs. Therefore, by understanding 

and complying with tax regulations, companies can avoid errors in the tax 

obligation process. Companies can also evade administrative penalties such as 

interest and fines, thus steering clear of errors in fulfilling tax obligations. 

Additionally, to prevent the recurrence of similar mistakes, it is necessary to 

enhance human resource processes for the relevant departments. 

Keywords: Withholding, Reporting, Article 23 Income Tax, Administrative         

Sanctions, Tax Compliance 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendapatan negara yang sumbernya untuk perpajakan dihasilkan dengan 

pemungutan pajak merupakan pendapatan utama negara yang  dialokasikan pada 

pembangunan nasional dan menunjang kesejahteraan masyarakat , pendidikan, 

kesehatan, hingga bidang lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan pajak 

memiliki peran ganda sebagai sumber pendapatan negara dan alat pengatur 

keuangan (Riyadi et al., 2021). Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan 

ketentuan hukum akan berdampak pada total penerimaan pajak. 

Proses pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak merupakan faktor yang 

memengaruhi tingkat kepatuhan pajak mereka (Febirizki et al., 2016). Tingkat 

penerimaan pajak akan meningkat seiring dengan peningkatan kepatuhan 

masyarakat dalam membayar pajak, dan sebaliknya. Hal ini menjadi dasar 

penerapan sistem pemungutan pajak self-assessment. Dalam self assessment 

system, wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, 

pelaporan, dan penyetoran pajak wajib pajak sendiri. Wajib pajak bertanggung 

jawab atas perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak kepada pemerintah. 

Oleh karena itu, Direktorat Jendral Keuangan (DJP) mengoptimalkan fungsi 

pengawasan dengan melakukan pengalian dengan analisis data wajib pajak yang 

dilakukan oleh Account Representatic (AR). Dalam menjalankan tugasnya jika 

wajib pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakannya maka akan dikeluarkan 

Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak yang 

bersangkutan. Direktorat Jenderal Keuangan (DJP) telah mengeluarkan surat 

permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) sebanyak 320,000 

surat  terdiri dari 211,000 untuk wajib pajak badan dan 109.000 untuk wajib pajak 

orang pribadi hingga 14 November 2023. SP2DK merupakan bagian dari otoritas 

bisnis pajak sebagai bentuk pengawasan serta menguji kepatuhan wajib pajak. 

Penerbitan SP2DK dapat meningkatkan penerimaan negara karena  kesalahan yang 

dilakukan akan mengurangi pajak yang terutang ketika kewajiban terpenuhi.
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Dalam prosesnya terkadang wajib pajak melakukan kesalahan dalam 

perhitungan, pemotongan dan penyetoran yang untuk membenarkan hal tersebut 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan Data 

dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak (Maulida, 2022). SP2DK adalah 

surat permintaan kepada wajib pajak untuk memberikan penjelasan mengenai data 

atau keterangan terkait dugaan pelanggaran kewajiban pajak yang belum dipenuhi, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang 

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

 Surat pajak sering dianggap sebagai pintu gerbang  menuju proses 

pemeriksaan yang akan dinanti dimasa yang akan datang, tetapi dalam konteks yang 

tepat, SP2DK adalah proses pemeriksaan ulang dalam sistem self-assessment 

perpajakan di Indonesia yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk 

meninjau kembali dan menjelaskan kewajiban perpajakannya.. Disisi lain, SP2DK 

menajdi wadah untuk wajib pajak mengetahui Lebih awal jika ada kesalahan dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan, SP2DK dapat membantu wajib pajak untuk 

memperbaiki kesalahan dengan lebih mudah.  

Keberagaman penerimaan dari pengeluaran ataupun penerimaan proses 

SP2DK baik dari tingkat pemahaman maupun tingkat kepatuhan, jika SP2DK ini 

dipahami dengan baik, sehingga peningkatan kualitas dalam manajemen untuk 

memastikan menjadi prioritas dalam penetapan SP2DK. Upaya Untuk 

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, menjelaskan implementasi 

kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengawasi wajib pajak, dan 

meningkatkan transparansi dalam pengawasan dan penggunaan data wajib pajak. 

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Wajib 

Pajak, perubahan dari SE-39/PJ/2015 tentang Pegawasan Wajib Pajak dalam 

Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan 

(visit) kepada wajib pajak. Mekanisme dalam proses SP2DK terdiri delapan 

tahapan. Pertama, persiapan yang dilakukan oleh kepala KPP, sehingga dikeluarkan 

SP2DK. Kedua, tanggapan dari wajib pajak secara tertulis kepada KPP. Ketiga, 

KPP menerima respons atau balasan dari wajib pajak terhadap SP2DK yang 

diterbitkan. Keempat, Jika wajib pajak tidak merespons SP2DK, KPP akan 
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mengambil langkah-langkah seperti memberikan perpanjangan waktu, melakukan 

kunjungan ke wajib pajak, atau mengumpulkan bukti awal.  

Kelima, analisis data wajib pajak dilakukan oleh petugas perwakilan akuntansi 

atau pelaksana di bagian ekstensifikasi dan penyuluhan. Keenam, setelah analisis 

telah dilakukan akan dihasil keputusan antara wajib pajak dan fiskus seperti 

dilakukan pembetulan, dengan memenuhi semua kewajiban perpajakan. Ketujuh, 

KPP melakukan proses administrasi mencakup penggunaan SP2DK, pelaporan 

hasil permintaan penjelasan terhadap data, dan/atau catatan ketika permintaan 

penjelasan tidak dipenuhi. Kedelapan, Laporan Hasil Penjelasan dan/atau 

Keterangan (LHP2DK) disusun dalam waktu maksimal tujuh hari setelah batas 

akhir permintaan penjelasan kepada wajib pajak.  

Absolution Tax Registered sebagai penyedia jasa konsultan pajak yang salah 

satunya satunya adalah terkait analisis permasalahan yang terjadi pada wajib pajak 

yaitu PT. Y. Dalam studi kasus ini, PT. Y merupakan wajib pajak badan yang  

bergerak pada industri pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit. Terdapat indikasi 

transaksi yang belum dilakukan pemotongan antara lain : jasa profesional, biaya 

pemeliharaan aktiva  tetap, biaya limbah dan biaya kalibrasi atas pengujian alat 

rumah sakit agar terjaga ketelitian dan keakuran alat Kesehatan tersebut (Andrianto, 

2020).  

Surat SP2DK dikeluarkan pada tanggal 11 November 2022, jangka waktu 

wajib pajak untuk melakukan balasan atas surat SP2DK yang dikirim sejak 14 hari 

kalender SP2DK diterbitkan atau disampaikan langsung untuk memberikan 

tanggapan. SP2DK yang dikeluarkan oleh KPP atas PPh Pasal 23 kepada PT. Y 

terkait jasa-jasa yang dilakukan dalam proses usaha yang terindikasi belum 

dilakukan pemotongan dan pelaporan. PPh Pasal 23 adalah jenis pajak penghasilan 

di Indonesia yang dikenakan pada penghasilan dari penyerahan jasa, sewa, dan 

harta (kecuali tanah dan/atau bangunan), bunga , dividen, royalty, maupun 

penghargaan dan hadiah , selain dipotong PPh 21.  

Pembayaran PPh Pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya, dan pelaporannya, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah 

masa pajak berakhir.Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 
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(NPWP)  akan dikenai tarif lebih tinggi 100% dari tarif yang di maksud. Direktur 

Jendral Pajak dapat menetapkan orang pribadi sebagai wajib pemotongan PPh Pasal 

23. Bukan termasuk dalam pemotongan PPh Pasal 23 adalah penghasilan yang 

harus dibayarkan kepada bank, sewa yang dibayarkan atau terutang berdasarkan 

perjanjian sewa dengan opsi, dividen, dan sisa hasil usaha yang dibayarkan kepada 

anggota koperasi. (Devina & Pradipta, 2021).  

PMK No 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaiamana dimaksud 

Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang No 7 Tahun 1983 

Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terkahir 

Dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tertuang terkait imbalan yang 

berhubungan dengan jasa lain yang dipotong sebesar 2% dari jumlah bruto tidak 

termasuk Pajak Pertambahan Nilai, serta dikecualikan dalam pemotongan jika 

bersifat final. 

Dalam jasa yang digunakan dalam PT Y sebagaimana tertuang dalam hasil 

pembahasan secara langsung dengan fiskus dengan tarif 2% dengan objek 

pemeliharaan alat yang digunakan di rumah sakit, biaya jasa yang menggunakan 

pihak ketiga, penggunaan jasa. PT Y mengguakan jasa ketiga tersebut, serta jasa- 

Jasa lain yang digunakan dalam operasional perusahaan dan memiliki potensi 

sebagai objek PPh Pasal 23, dengan indikasi transaksi yang tidak dilaporkan sebesar 

Rp 2.326.615.232 dalam SP2DK. 

PT. Y telah memberikan tanggapan bahwa mereka setuju untuk tidak 

melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebagian, karena beberapa transaksi sudah 

dipotong oleh pihak lain yang bukan objek PPh Pasal 23. Transaksi tersebut 

mencakup biaya jasa profesional, biaya limbah rumah sakit, dan biaya pemeliharaan 

aktiva tetap serta biaya kalibrasi. PT. Y menyetujui untuk tidak melakukan 

pemotongan PPh Pasal 23 sebagian pada biaya jasa profesional dan biaya 

pemeliharaan aktiva tetap yang belum dipotong, sementara untuk biaya limbah 

rumah sakit dan biaya kalibrasi, PT. Y menyetujui untuk tidak melakukan 

pemotongan dan melaporkan PPh Pasal 23 pada keseluruhan biaya yang belum 

dipotong. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang perpajakan, terutama bagaimana perusahaan menentukan jumlah 

PPh Pasal 23 yang harus dilaporkan dan disetor, penulis memilih judul Penyelesaian 

SP2DK Atas Biaya Yang Belum Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Oleh  PT Y  

(Studi Kasus Absolution Tax Registered). 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyebab biaya tidak dipotong pajak penghasilan pasal 23 oleh 

PT Y? 

2. Bagaimana penyelesaian biaya tidak dipotong pajak penghasilan pasal 23 

oleh PT Y? 

1.3 Tujuan. 

Tujuan penulisan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut  

1. Mengetahui penyebab biaya tidak dipotong pajak penghasilan pasal 23 oleh 

PT Y. 

2. Mengetahui solusi penyelesaian biaya tidak dipotong pajak penghasilan 

pasal 23 oleh PT Y. 

1.4 Manfaat 

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan memberi manfaat sebagai 

berikut :  

1. Sebagai referensi untuk menyelesaikan masalah yang serupa, khususnya 

terkait biaya tidak dipotong pajak penghasilan pasal 23 oleh PT Y dan 

Perusahaan sejenis. 

2. Bahan referensi dalam melaksanakan penulisanan karya ilmiah dengan 

topik transaksi atas Pajak Penghasilan Pasal 23 yang tidak dilakukan 

pemotongan dan pelaporan dimasa mendatang.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Dasar Hukum  

Dalam Laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan beberapa dasar hukum 

yang berlaku, yaitu :  

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas 

Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan. 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain 

Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 

4. Peraturan Mentri Keuangan RI Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara 

Pembayaran dan Penyetoran Pajak. 

5. SE-39/PJ/2015 sebagaimana terakhir telah diubah dengan SE-05/PJ/2022 

tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak. 

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23 

PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan di Indonesia atas 

penghasilan dari penyerahan jasa, sewa, harta (kecuali tanah dan/atau bangunan), 

bunga, dividen, royalty, serta penghargaan dan hadiah, yang tidak termasuk dalam 

pemotongan PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 dikenakan kepada Wajib Pajak Dalam 

Negeri dan Bentuk Usaha Tetap atas penghasilan yang diperoleh dari pemberian 

modal, jasa, atau pelaksanaan kegiatan selain dari penghasilan yang dipotong 

sebagaimana diatur dalam Pasal 21, yang dibayar oleh perusahaan atau harus 

dibayar. 

Wakil suatu negara atau badan kena pajak dalam negeri,  bentuk usaha tetap  

atau badan hukum asing lainnya di mana kegiatan itu dilakukan.(Patric Walandouw, 

2013) Wajib pajak yang menerima atau mendapatkan penghasilan yang dikenakan 

PPh 23 tanpa NPWP akan dikenakan tarif pemotongan yang lebih tinggi 100% dari 
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tarif standar. PPh 23 yang bersifat final tidak akan dipotong.2.3 Jenis objek pajak 

yang dikenakan PPh pasal 23  

2.3 Jenis Objek Pajak dikenakan PPh Pasal 23  

Penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 23 mencakup dividen, bunga, 

royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa, dan penghasilan terkait dengan 

penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan bangunan serta jasa lain yang sudah 

dipotong PPh Pasal 21 

Jenis jasa lain yang dikenakan PPh pasal 23 yang diatur dalam PMK-

141/PMK.03/2015, yaitu :  

1. Penilai (appraisal); 

2. Aktuaris; 

3. Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 

4. Hukum; 

5. Arsitektur; 

6. Perencanaan kota dan arsitektur landscape;  

7. Perancang (design); 

8. Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) 

kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT). 

9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas 

bumi (migas); 

10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan 

penambangan minyak dan gas bumi (migas); 

11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 

12. Penebangan hutan; 

13. Pengolahan limbah; 

14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services); 

15. Perantara dan/atau keagenan; 

16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa 

Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan 

Efek Indonesia (KPEI); 
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17. Sentra Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia 

(KPEI); 

18. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI; 

19. Pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; 

20. Mixing film; 

21. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, 

pamphlet, baliho dan folder; 

22. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, 

termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan. 

23. Pembuatan dan/atau pengelolaan website; 

24. Internet termasuk sambungannya; 

25. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau 

program; 

26. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau 

TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya 

di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai 

pengusaha konstruksi;  

27. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, 

gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang 

ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau 

sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 

28. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat. 

29. Maklon; 

30. Penyelidikan dan keamanan; 

31. Penyelenggara kegiatan atau event organizer; 

32. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang 

atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan; 

33. Pembasmian hama; 

34. Kebersihan atau cleaning service; 

35. Sedot septic tank; 

36. Pemeliharaan kolam; 
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37. Katering atau tata boga; 

38. Freight forwarding; 

39. Logistik; 

40. Pengurusan dokumen; 

41. Pengepakan; 

42. Loading dan unloading; 

43. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau 

institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis; 

44. Pengelolaan parkir; 

45. Penyindiran tanah; 

46. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan; 

47. Pembibitan dan/atau penanaman bibit; 

48. Pemeliharaan tanaman; 

49. Permanenan; 

50. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau 

perhutanan; 

51. Dekorasi; 

52. Pencetakan/penerbitan; 

53. Penerjemahan; 

54. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang 

Undang Pajak Penghasilan; 

55. Pelayanan pelabuhan; 

56. Pengangkutan melalui jalur pipa; 

57. Pengelolaan penitipan anak; 

58. Pelatihan dan/atau kursus; 

59. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM; 

60. Sertifikasi; 

61. Survey; 

62. Tester; 
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63. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada 

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah). 

2.4 Pemotong dan Pelaporan Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 

Pemotongan PPh Pasal 23 tidak dapat dilakukan oleh semua pihak, terdapat 

pihak-pihak tertentu yang telah ditentukan, yaitu badan pemerintahan, subjek pajak 

badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan 

perusahaan luar negeri lainnya yang ada di Indonesia, wajib pajak orang pribadi 

dalam negeri dengan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh Direktur Jendral 

Pajak (DJP) yang meliputi:  

a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

selain camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas. 

b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha yang 

menyelenggarakan pembukuan. 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah ditentukan oleh DJP sebagai pemotong 

PPh Pasal 23 diwajibkan memiliki Surat Keputusan Penunjukan yang dikeluarkan 

oleh KPP. Wajib Pajak tersebut memiliki kewajiban atas pembayaran sewa yang 

dilakukan untuk menerapkan self assessment, seperti memotong, menyetor, dan 

melaporkan PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang –Undang yang berlaku. Sementara 

itu, pihak-pihak yang wajib dipungut PPh Pasal 23, yaitu wajib pajak dalam 

negeri  dan bentuk usaha tetap. Proses dalam melakukan pelaporan oleh pihak 

pemotong dengan melakukan pengisian SPT Masa pajak penghasilan pasal 23 Jatuh 

tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah terutang pajak penghasilan 

pasal 23 (G Dubaili et al., 2022). 

2.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23  

Atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalty, hadiah, penghargaan, bonus, 

dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf e.  

PPh Pasal 23 =15% × Jumlah Bruto 

Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang 
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dikenai Pajak Penghasilan dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2, imbalan sehubungan 

dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan , dan jasa lain 

yang dicantumkan dalam Peraturan Mentri Keuangan No.141/PMK.03/2015, selain 

jasa dipotong Pasal 21. 

PPh Pasal 23 = 2% × Jumlah Bruto 

Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 

100% lebih tinggi. 

Mekanisme pembayaran  dan pelaporan PPh Pasal 23 diatur khusus dalam 

Peraturan Mentri Keuangan RI Nomor 242/PMK.03/2014 sebagai berikut: 

Pembayaran PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemotong melalui bank persepsi 

yang ditunjuk oleh Kementrian keuangan. Pembayaran PPh Pasal 23 dilakukan 

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

 Setelah melakukan pembayaran, kemudian melaporkan bukti potong yang 

telah diterima dan pelaporannya, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah 

masa pajak berakhir. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan ini adalah bukti 

pelunasan dalam tahun tersebut yang nantinya akan di kreditkan dalam SPT 

Tahunannya.  

Sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang telat melaporkan SPT 

maka akan dikenakan sanksi berupa denda. Dalam pasal 7 KUP besaran denda 

sebagai berikut: 

a. Rp 500.000 untuk keterlambatan penyampaian SPT masa PPN. 

b. Rp 100.000 untuk keterlambatan penyampaian SPT masa lainnya. 

c. Rp 1.000.000 untuk keterlambatan SPT Tahunan PPh wajib pajak badan. 

d. Rp 100.000 untuk keterlambatan SPT Tahunan PPh orang pribadi. 

Dalam UU KUP, wajib pajak yang telah membayar pajak diberi keleluasaan 

dengan memberikan jatuh tempo paling tempo paling lambat 15  hari setelah saat 

terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Apabila wajib pajak tidak membayar 

pajak terutang setelah tanggal jatuh tempo, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga pajak berdasarkan tarif bunga sanksi bunga pajak 

sebesar tarif bunga acuan yang diperhitungkan mulai dari tanggal jatuh tempo 

pembayaran pajak sampai dengan tanggal pembayaran. 
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2.6 Pengertian SP2DK 

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang 

Pengawasan Wajib Pajak, Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau 

Keterangan (SP2DK) merupakan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau 

Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada 

wajib pajak tertentu dalam rangka pelaksanaan permintaan penjelasan atas data 

dan.atau keterangan (P2DK). SP2DK dikeluakan oleh KPP kepada wajib pajak 

yang terindikasi belum melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

yang belaku. SP2DK diterbitkan kepada wajib pajak maksimal tiga hari kerja sejak 

tanggal penerbitan SP2DK. Wajib pajak wajib mengonfirmasi SP2DKyan telah 

dikirim maksima 14 hari sejak tanggal surat yang tertera pada SP2DK.  
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BAB 3 

KAJIAN STUDI KASUS 

3.1 Objek  

Absolution Tax Registered merupakan konsultan pajak yang berlokasi di Jl. 

Barito No. 2A Wonokromo, Surabaya. Dalam proses penulisan tugas akhir ini, 

penulis melakukan pengambilan data dari salah satu klien Absolution Tax 

Registered yaitu PT Y. PT Y merupakan klien dari Absolution Tax Registered. PT 

Y merupakan wajib pajak badan yang  bergerak pada kegiatan usaha kesehatan 

yaitu, rumah sakit. Dalam pengambilan objek penelitian dari Laporan Tugas Akhir 

ini adalah transaksi yang terdapat indikasi biaya belum dipotong PPh Pasal 23 pada 

PT Y.  

Objek Penelitian yang di gunakan diantaranya: biaya jasa professional, biaya 

pemeliharaan aktiva tetap, biaya limbah, dan biaya kalibrasi, PT.Y dalam 

menjalankan kegiatan usahanya menggunakan jasa untuk pemeliharaan rumah sakit 

digunakan untuk menjaga kualitas yang dipertahankan untuk memberikan 

pelayanan terbaik kepada pasien. Penggunaan jasa professional untuk menunjang 

bisnis perusahaan, seperti penggunaan desain grafis. PT Y menggunakan jasa untuk 

optimalisasi pemanfaatan limbah yang dihasilkan dari operasionalnya. Kalibrasi 

alat rumah sakit merupakan pengujian yang dilakukan untuk memelihara alat 

Kesehatan supaya terjaga keakuratan dan ketelitiannya (Mulyono et al., 2019). 

3.2 Waktu  

Proses penyusunan Tugas Akhir dimulai dari 18 Januari 2024 dengan 

mengikuti sosialisasi terkait penyusunan Laporan Tugas Akhir, mencari tempat 

penelitian serta menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penelitian. 

Pengambilan data untuk Tugas Akhir ini dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024. 

Analisis data berdasarkan data yang telah diambil dilakukan pada tanggal 20 

Februari 2024 hingga tanggal 31 Maret 2024 untuk pengumpulan ujian tengah 

semester, Pada tanggal 1 April -10 Mei untuk pengumpulan data penelitan selesai 

dikumpulkan



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA                   14 

 

 

TUGAS AKHIR PENYELESAIAN SP2DK ATAS… PUTRI SHELA 

 

 

 

Tabel 3.1 Timeline Penyusunan Tugas Akhir 

Sumber: Data diolah penulis,2024 

3.3 Metode Kajian  

Metode dilakukan bahan laporan Tugas Akhir dengan menggunakan metode 

Studi kasus melalui pendekatan metode kualitatif. Metode kualitatif menggunakan 

data yang pergunakan untuk memperkuat dan melengkapi data secara kualitatif 

terkait permasalahan yang diteliti (Isnawati et al., 2020). Teknik pengumpulan data 

melalui metode penelitian kualitatif, terdapat tiga teknik pengumpulan data, yaitu 

observasi, wawancara, dan dokumentasi..  

Observasi menggunakan tiga objek, pertama tempat interaksi. Kedua, pelaku 

yang memerankan dalam peran tertentu ,. Ketiga, tindakan yang dilakukan oleh 

individu dalam suatu situasi saat itu sedang berlangsung. Dokumentasi adalah  

pengambilan tentang topik, jenis, dan obyek dari observasi. Wawancara dibagi 

menjadi wawancara terstuktur dan tidak struktur. Wawancara sturktur dimana 

penulis menyiapkan pertanyaan yang diajukan, sedangkan wawancara tidak 

struktur penulis bebas melakukan pertanyaan tanpa melakukan persiapan(Hasibuan 

et al., 2022). 

No Kegiatan 
Januari Februari Maret April Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Penentuan dosen 

pembimbing tugas 

akhir                     

2 

Pengajuan topik 

untuk laporan tugas 

akhir                     

3 

Penyusunan dan 

bimbingan proposal 

laporan tugas akhir                     

4 

Pengumpulan 

proposal laporan 

tugas akhir                      

5 

Penyusunan dan 

pengumpulan 

bimbingan proposal 

laporan tugas akhir                      
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BAB  4 

PEMBAHASAN  

4.1 Hasil Pelaksanaan  

PT Y merupakan wajib pajak badan yang  bergerak pada industri pelayanan 

kesehatan, yaitu rumah sakit. Penggunaan jasa untuk pemeliharaan rumah sakit 

digunakan untuk menjaga kualitas yang dipertahankan untuk memberikan 

pelayanan terbaik kepada pasien. Penggunaan jasa professional untuk menunjang 

bisnis perushaan, seperti penggunaan jasa konsultan, desain grafis. PT Y 

menggunakan jasa untuk optimalisasi pemanfaatan limbah yang dihasilkan dari 

operasionalnya. Biaya kalibrasi untuk proses penilaian keakuratan alat yang 

digunakan.  

PT Y mendapat Surat Pemintaan Penjelasaan Data dan/atau Keterangan 

(SP2DK) yang dikeluarkan pada Tanggal 11 Agustus 2022 untuk Tahun Pajak 2019 

terkait adanya biaya yang belum dipotong PPh 23 yang belum dilaporkan dan 

dibayar oleh PT Y. SP2DK yang diterima oleh PT Y wajib memberikan penjelasan 

atas kewajiban perpajakan untuk memberikan balasan sesuai dengan keterangan 

yang dimaksud dalam waktu 14 hari kalender sejak tanggal surat, tanggal kirim 

surat atau tanggal surat ini diserahkan secara langsung.  

Tabel 4.1 Penghasilan  Bruto PPh 23 Tercantum Dalam SP2DK 

 

 

 

                  

 

                       Sumber: Data Internal, 2022 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Penyebab dikeluarkan SP2DK kepada PT Y  

PT Y menerima surat SP2DK atas tahun pajak 2019 yang dikeluarkan pada 

tanggal 11 Agustus 2022, KPP mengeluarkan SP2DK atas biaya belum dipotong  

PPh Pasal 23. Berdasarkan biaya yang belum dipotong  PPh Pasal 23  melakukan 

pemotongan sebesar Rp 2.326.615.232, dari data angka tersebut diketahui didapat

No Jenis Bukti Potong Penghasilan Bruto  

1 PPh Pasal 23  2,326,615,232 
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 dari jasa professional, pemeliharaan aktiva tetap, biaya limbah dan biaya kalibrasi 

berikut merupakan rincian berdasarkan: 

Tabel 4.2 Perbandingan DPP PPh Pasal 23 Antara Fiskus dan WP 

No Nama Pos 

“DPP  PPh Pasal 23  

Menurut  

Cfm Fiskus  

“DPP PPh Pasal 23  

Menurut  

Cfm Wajib Pajak 

1 Biaya Jasa Profesional Rp. 79.800.000 Rp 31.800.000 

2 Biaya Pemeliharan 

Aktiva Tetap 

Rp 1.593.239.141 Rp 353.002.779 

 

3 Biaya Limbah  Rp 625.264.000 Rp 625.264.000 

4 Biaya Kalibrasi Rp 28.312.091 Rp 28.312.091 

 Total  Rp 2.326.615.232 Rp 1.038.378.870 

Sumber: Data diolah penulis, 2024 

Berdasarkan table 4.2 perbandingan DPP PPh Pasal 23 antara fiskus dan wajib 

pajak yang digunakan sebagai dasar penggenaan pajak PPh Pasal 23 berdasarkan 

fiskus DPP PPh Pasal 23 senilai Rp 2.326.615.232, sedangkan menurut wajib pajak 

senilai Rp 1.038.378.091 

4.2.2 Tanggapan yang dilakukan oleh PT Y setelah adanya SP2DK atas 

Objek PPh Pasal 23 yang belum dilakukan Pemotongan dan Pelaporan. 

SP2DK yang diterima oleh PT Y pada tanggal 11 Agustus 2022 dan paling 

lambar memberikan Balasan SP2DK sejak 14 hari kalender SP2DK diterbitkan atau 

disampaikan langsung untuk memberikan tanggapan. SP2DK yang dikeluarkan 

oleh KPP atas PPh Pasal 23 berdasarkan indikasi atas biaya yang belum dipotong 

PPh Pasal 23, PT Y menyetujui sebagian  biaya- biaya atas objek yang dikenakan  

PPh Pasal 23.  Berikut rincian biaya biaya yang di setujui sebagian: 
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Tabel 4.3 DPP PPh Pasal 23 Disetujui dan Tidak Disetujui  

Menurut Wajib Pajak 

No Nama Pos 
“DPP PPh Pasal 23 

Disetujui WP 

“DPP PPh Pasal 23 

Tidak Disetujui WP 

1 Jasa Profesional Rp 31.800.000 Rp 48.000.000 

2 Biaya Pemeliharan 

Aktiva Tetap 

Rp 353.002.779 

 
Rp 1.240.236.362 

3 Biaya Limbah Rp 625.264.000  

4 Biaya Kalibrasi  Rp 28.312.091  

  Total  Rp 1.038.378.870 Rp 1.288.236.362 

Sumber: Data diolah penulis, 2024 

Biaya jasa profesional dan biaya pemeliharaan aktiva tetap disetujui sebagian. 

Biaya jasa professional yang terdiri dari penggunana jasa professional konsultan 

pajak dan jasa untuk manajement training. Manajement training penggunaan jasa 

untuk pelatihan dalam rangka peyelenggaraan pendidikan, pemberdayaan dan 

pengembangan  Sumber Daya Manusia (SDM) . PT Y setuju sebagian atas biaya 

professional dikarenakan ada beberapa transaksi yang sudah disetor sendiri atas PPh 

Pasal 4 Ayat 2 oleh lawan transaksi, sehingga PT Y tidak perlu melakukan 

pemotongan. Hal tersebut sesuai dengan  PMK 141/PMK.03/2015 Pasal 1 Ayat (2): 

 “Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah 

dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-

undangan tersendiri”. 

Berikut terlampir rincian atas pos biaya jasa professional : 

Tabel 4.4 Rincian Biaya Jasa Profesional 

No DESKRIPSI NOMINAL KETERANGAN 

1 Jasa konsultan perpajakan Bulan 

Januari 19 

Rp 4.000.000 Lawan Transaksi 

sudah setor sendiri 

PPh 4 Ayat 2 
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2 Jasa konsultan perpajakan Bulan 

Februari 19 

Rp 4.000.000 Lawan Transaksi 

sudah setor sendiri 

PPh 4 Ayat 2 

3 Jasa konsultan perpajakan Bulan 

Maret 19 

Rp 4.000.000 Lawan Transaksi 

sudah setor sendiri 

PPh 4 Ayat 2 

4 Jasa pembuatan gambar 

Aksonometri 3D Denah tempat 

usaha untuk pembuatan peta 

denah lokasi. 

Rp 1.800.000 Belum potong PPh 

Pasal 23 

5 Jasa konsultan perpajakan Bulan 

April 19 

Rp 4.000.000 Lawan Transaksi 

sudah setor sendiri 

PPh 4 Ayat 2 

6 Jasa konsultan perpajakan Bulan 

Mei 19 

Rp 4.000.000 Lawan Transaksi 

sudah setor sendiri 

PPh 4 Ayat 2 

7 Jasa konsultan perpajakan Bulan 

Juni 19 

Rp 4.000.000 Lawan Transaksi 

sudah setor sendiri 

PPh 4 Ayat 2 

8 Jasa konsultan perpajakan Bulan 

Juli 19 

Rp 4.000.000 Lawan Transaksi 

sudah setor sendiri 

PPh 4 Ayat 2 

9 Jasa fisikawan   Rp 30.000.000 Belum potong PPh 

Pasal 23 

10 Jasa konsultan perpajakan Bulan 

Agustus 19 

Rp 4.000.000 Lawan Transaksi 

sudah setor sendiri 

PPh 4 Ayat 2 

11 Jasa konsultan perpajakan Bulan 

September 19 

Rp 4.000.000 Lawan Transaksi 

sudah setor sendiri 

PPh 4 Ayat 2 
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12 Jasa konsultan perpajakan Bulan 

OKTOBER 19 

Rp 4.000.000 Lawan Transaksi 

sudah setor sendiri 

PPh 4 Ayat 2 

13 Jasa konsultan perpajakan Bulan 

November 19 

Rp 4.000.000 Lawan Transaksi 

sudah setor sendiri 

PPh 4 Ayat 2 

14 Jasa konsultan perpajakan Bulan 

Desember 19 

Rp 4.000.000 Lawan Transaksi 

sudah setor sendiri 

PPh 4 Ayat 2 

 Total Rp 79.800.000 

Sumber: Data diolah penulis, 2024 

 Berdasarkan data tabel 4.3 terdapat biaya yang belum dipotong PPh 23 atas 

jasa pembuatan gambar aksonometri 3D untuk pembuatan peta denah lokasi dan 

Pembayaran kontrak kerja fisikawan dengan total dasar pengenaan pajak sebesar 

Rp 31.800.000. Sehingga, atas biaya tersebut seharusnya dipotong PPh Pasal 23. 

Pada data tabel 4.3 terdapat bukan merupakan objek PPh 23 sebesar Rp 48.000.000 

dikarenakan telah dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang telah dilakukan penyetoran 

oleh lawan transaksi, dibuktikan dengan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018. 

 

Tabel 4.5 Rincian Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap 

No  DESKRIPSI  NOMINAL KETERANGAN 

1 Obyek PPh Pasal 23    Rp 353.002.779 Biaya 

Pemeliharaan 

aktiva tetap 

dikenakan PPh 

Pasal 23 

2 Bukan Obyek PPh Pasal 23  Rp 1.240.236.362 Biaya bahan 

bangunan sebesar 

Rp 1.166.919.761 
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Biaya bahan 

untuk 

pemeliharaan 

mobil atau 

transportasi 

sebesar Rp 

73.316.601 

Total Rp 1.593.239.141 

Sumber: Data  diolah penulis, 2024 

Atas Biaya Pemeliharaan Aktiva tetap memang terdapat biaya service yang 

menjadi objek PPh Pasal 23, tetapi terdapat biaya bahan bangunan dan biaya bahan 

untuk pemeliharaan mobil sehingga atas biaya-biaya non service tersebut bukan 

merupakan objek PPh Pasal 23. Berdasarkan PMK 141/PMK.03/2015 Pasal 1 Ayat 

(3) huruf b poin 2  

“untuk jasa selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan 

nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, 

atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan 

dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan 

perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk 

usaha tetap, tidak termasuk: pembayaran kepada penyedia jasa atas 

pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait  dengan jasa yang 

diberikan”.  

Berikut terlampir rincian atas Pos Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap: 

Tabel 4.6 Biaya Objek PPh Pasal 23 Atas Biaya Limbah 

 Nama Pos Nominal Keterangan 

1 Biaya Limbah Rp 625.264.000 Disetujui sepenuhnya  

Total Rp 625.264.000  

Sumber: Data diolah penulis, 2024 

Pengelolaan sampah medis ataupun non medis dibuthkan untuk membuat 

lingkungan rumah sakit menjadi lebih nyaman dan terjaga kebersihannya yang 

berguna untuk memutus rantai penyakit menular (Astuti & Purnama, 2014). 
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Berdasarkan Tabel 4.6  PT Y setujui sepenuhnya atas biaya limbah dan segera 

dilakukan pemotongan. Biaya limbah merupakan jasa pengangkutan limbah rumah 

sakit dan pengumpulan limbah berbahaya dan beracun. Jasa yang diberikan 

termasuk analisis, pengangkutan dan pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-

pekerjaan  limbah . 

Tabel 4.7 Biaya Objek PPh Pasal 23 Atas Biaya Kalibrasi 

 Nama Pos Nominal Keterangan 

1 Biaya Kalibrasi  Rp 28.312.091 Disetujui sepenuhnya 

untuk dipotong 

Total Rp 28.312.091  

Sumber: Data diolah penulis, 2024 

Berdasarkan table 4.6 terkait biaya objek PPh Pasal 23 Atas Biaya kalibrasi 

atas transaksi kalibrasi alat-rumah sakit, seperti alat medis, alat laboratorium, alat 

operasi. Terhadap transaksi tersebut belum dikenakan PPh Pasal 23 atas Jasa 

kalibrasi dikarenakan PT Y menggunakan pihak ketiga.  

4.2.2.1 Pemotongan PPh Pasal 23 Oleh PT.Y  

Pemotongan biaya yang dikenakan PPh Pasal 23 atas biaya professional, biaya 

pemeliharaan aktiva tetap, biaya limbah, dan biaya kalibrasi oleh PT.Y dengan 

menggunakan perhitungan berdasarkan jumlah penghasilan bruto dikali dua persen 

dikarenakan transaksi yang terjadi telah berlalu cukup lama sehingga PT.Y tidak 

meminta NPWP lawan transaksi.  Berikut ini table perhitungan PPh Pasal 23 atas 

Jasa oleh PT.Y pada tahun 2022 untuk masa pajak 2019.  

Tabel 4.8 Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 23 Oleh PT.Y 

No Keterangan Bruto Tarif 
PPh 

Terutang 

Biaya Professional/Konsultan  

1 Jasa Profesional  1.800.000 4% 72.000 

2 Jasa Profesional  30.000.000 4% 1.200.000 

Biaya Limbah  
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3 Biaya limbah  225.000 4% 9.000 

4 Biaya limbah  9.325.000 4% 373.000 

5 Biaya limbah  615.714.000 4% 24.628.560 

 

Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap 

No Keterangan Bruto Tarif 
PPh 

Terutang 

6 Jasa Pemeliharaan  1.077.000 4% 43.080 

7 Jasa Pemeliharaan  4.500.000 4% 180.000 

8 Jasa Pemeliharaan  68.000.000 4% 2.720.000 

9 Jasa Pemeliharaan  5.792.200 4% 231.688 

10 Jasa Pemeliharaan  477.000 4% 19.080 

11 Jasa Pemeliharaan  4.903.249 4% 196.130 

12 Jasa Pemeliharaan  150.000 4% 6.000 

13 Jasa Pemeliharaan  1.000.000 4% 40.000 

14 Jasa Pemeliharaan  100.000 4% 4.000 

15 Jasa Pemeliharaan  545.000 4% 21.800 

16 Jasa Pemeliharaan  1.150.000 4% 46.000 

17 Jasa Pemeliharaan  6.950.000 4% 278.000 

18 Jasa Pemeliharaan  935.000 4% 37.400 

19 Jasa Pemeliharaan  2.500.000 4% 100.000 

20 Jasa Pemeliharaan  5.350.000 4% 214.000 

21 Jasa Pemeliharaan  1.625.000 4% 65.000 

22 Jasa Pemeliharaan  1.492.700 4% 59.708 

23 Jasa Pemeliharaan  4.000.000 4% 160.000 

24 Jasa Pemeliharaan  600.000 4% 24.000 

25 Jasa Pemeliharaan  1.787.500 4% 71.500 

26 Jasa Pemeliharaan  1.069.000 4% 42.760 

27 Jasa Pemeliharaan  2.126.550 4% 85.062 

28 Jasa Pemeliharaan  1.200.000 4% 48.000 

29 Jasa Pemeliharaan  2.967.000 4% 118.680 

30 Jasa Pemeliharaan  11.105.000 4% 444.200 

31 Jasa Pemeliharaan  550.000 4% 22.000 

32 Jasa Pemeliharaan  8.342.500 4% 333.700 

33 Jasa Pemeliharaan  16.150.000 4% 646.000 

34 Jasa Pemeliharaan  87.748.500 4% 3.509.940 

35 Jasa Pemeliharaan  5.900.000 4% 236.000 

36 Jasa Pemeliharaan  5.500.000 4% 220.000 

37 Jasa Pemeliharaan  2.400.000 4% 96.000 
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38 Jasa Pemeliharaan  2.000.000 4% 80.000 

39 Jasa Pemeliharaan  13.600.000 4% 544.000 

40 Jasa Pemeliharaan  1.868.000 4% 74.720 

No Keterangan Bruto Tarif 
PPh 

Terutang 

41 Jasa Pemeliharaan  4.809.500 4% 192.380 

42 Jasa Pemeliharaan  6.160.000 4% 246.400 

43 Jasa Pemeliharaan  10.872.866 4% 434.915 

44 Jasa Pemeliharaan  5.938.315 4% 237.533 

45 Jasa Pemeliharaan  4.837.349 4% 193.494 

46 Jasa Pemeliharaan  5.563.826 4% 222.553 

47 Jasa Pemeliharaan  11.479.830 4% 459.193 

48 Jasa Pemeliharaan  3.829.894 4% 153.196 

49 Jasa Pemeliharaan  24.050.000 4% 962.000 

Biaya Kalibrasi 

50 Biaya Kalibrasi 1.500.000 4% 60.000 

51 Biaya Kalibrasi 24.169.091 4% 966.764 

52 Biaya Kalibrasi 2.643.000 4% 105.720 

Total  1.038.378.870 4% 41.535.155 

Sumber: Data diolah penulis, 2024 

Berdasarkan biaya-biaya yang seharusnya dipotong atas objek PPh Pasal 23 

terdiri dari jasa profesional, biaya pemeliharaan aktiva tetap, dan biaya limbah 

rumah sakit, dan biaya kalibrasi yang menyebabkan dikeluarkannya SP2DK atas 

tahun pajak 2019 pada tahun 2022. Pengeenaan biaya- biaya tersebut dikenakan 

tarif 2% dan kenaikan 100% karena sulitnya mengetahui identitas lawan transaksi, 

sehingga tidak diketahui identitas NPWP wajib pajak sehingga tarif menjadi 4%.  

4.2.2.2 Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23  

Pelaporan PPh Pasal 23 terhadap jasa yang telah di setor oleh PT.Y wajib 

melakukan pelaporan penyetoran melalui situs www.djponline.pajak.go.id  

Tabel 4.9 Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23  

No  Masa Pajak Tanggal Pelaporan 

1 Desember 2019 24-12-2022 

Sumber : Data diolah penulis,2024 

 Berdasarkan tabel 4.9 dibawah atas objek PPh Pasal 23 yang belum 
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dilakukan pemotongan dengan total dasar pengenaan pajak sebesar Rp 

1.038.378.870 dengan pengenaan tarif sebesar 4%  PT Y wajib melakukan 

pemotongan dan pembayaran sebesar PPh terutang Rp 41.535.155 atas belum 

adanya pemotongan sebelumnya, sehingga PT Y akan melakukan pemotongan 

denga SPT Masa PPh 23 normal. PT Y juga mendapatkan sanksi administrasi 

berupa denda dan bunga dikarenakan tidak melakukan pemotongan dan pelaporan 

PPh Pasal 23. PT Y mendapatkan denda berdasarkan pasal 7  Undang- Undang KUP 

sebesar Rp 100.000 bagi SPT Masa PPh Pasal 23, sedangkan bunga berdasarkan 

pasal 9 (2a) Undang-Undang KUP sebesar Rp 9.868.753, Pada tahun 2023 PT. Y 

mengajukan pengajuan pengurangan sanksi administratif kepada KPP dan KPP 

menyetujui 50% dari Rp 100.000 dan Rp 9.868.753, sehingga PT. Y hanya 

membayar sebesar Rp 4.984.376,00 Pajak  

Tabel 4.10 Sanksi Administrasi  

Uraian  Semula Dikurangkan/Di

hapuskan 

Menjadi (Rp) 

a. Pajak tidak 

dibayar atau 

kurang 

dibayar  

- - - 

b. Sanksi 

administrasi  

   

- Denda Pasal 

7 KUP  

Rp 100.000 Rp 50.000 Rp 50.000 

- Bunga Pasal 

9 (2a) KUP 

Rp 9.868.753 Rp 4.934.376 Rp 4.934.376 

c. Jumlah 

Pajak yang 

masih harus 

dibayar  

Rp 9.968.753 Rp 4.984.376 Rp 4.984.376 

Sumber : Data diolah penulis, 2024 

4.3 Solusi  

Langkah yang dapat diambil oleh PT Y ialah mengikuti kebijakan pihak KPP 

sesuai dengan berita acara  yaitu melakukan pemotongan dan pelaporan pada SPT 
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PPh Masa 23 sebesar Rp 41.535.155 serta melakukan pembayaran untuk sanksi 

administrasi: bunga dan dengan dari Surat Tagihan Pajak sebesar Rp 4.984.376. PT. 

Y membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 melalui aplikasi E-bupot unifikasi 

dengan cara pengisian langsung dalam aplikasi E-Bupot atau melakukan 

pengimporan data ke dalam aplikasi E-bupot unifikasi. PT Y memiki kewajiban 

untuk membuat bukti potong, menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong, 

melaporkan bukti potong menggunakan SPT Masa PPh 23. Selain itu, agar tidak 

terjadi kesalahan lagi seharusnya pihak PT Y harus lebih teliti untuk menerbitkan 

bukti potong saat telah melakukan pembayaran pajak terutang agar kelalaian ini 

tidak terjadi di tahun berikutnya. 

 

  

Gambar 4.1 Skema Penyelesaian Kasus SP2DK 

asal 23 

 
 

Login DJP 

Online 

Melakukan 

Pemotongann 

Pelaporan  

Pembayaran 

Sanksi 

Administrasi 

Sumber: Data diolah Penulis,2024 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Pada kasus ini dapat disimpulkan beberapa hal atas SP2DK yang dikirimkan 

oleh pihak KPP kepada PT Y terkait penjelasan data ataupun keterangan atas 

temuan pihak KPP,yaitu  

1. Terdapat indikasi tidak melakukan pemotongan dan pelaporan oleh beberapa 

objek PPh pasal 23. Dalam rincian temuan KPP senilai Rp 2.326.615.232 

berdasarkan tanggapan PT Y merupakan biaya profesioal, biaya pemeliharaan, 

biaya limbah, biaya kalibrasi. Namun atas nominal tersebut PT.Y hanya 

menyetujui sebesar Rp Rp 1.038.378.870. 

2. Solusi yang dapat dilakukan ialah melakukan pemotongan dan pelaporan, dan 

membayar sanksi administrasi berupa bunga dan denda. PT Y membuat bukti 

pemotongan PPh Pasal 23 memiliki kewajiban untuk membuat bukti potong, 

menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong, melaporkan bukti potong 

menggunakan SPT Masa PPh 23. Kemudian wajib membayar sanksi 

administrasi berupa bunga dan denda.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, PT Y terdapat beberapa saran yang daapt 

dilakukan atas transaksi Pajak Penghasilan Pasal 23 supaya tidak terjadi transaksi 

yang berlum dilakukan pemotongan dan pelaporan oleh PT. Y, antara lain: 

1.  Meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, terhadap peraturan pajak 

terbaru. 

2. Meningkatkan kemampuan dalam hal ketelitian dan pengetahuan terhadap 

perpajakan mengadakan seminar atau pelatihan terhadap karyawan untuk 

menambah wawasan tentang pepajakan.  

3. PT Y sebaiknya melakukan pencatatan terhadap objek-objek pajak yang telah 

dilakukan pemotongan sebelumnya sehingga tidak terjadi hal yang serupa.  
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